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BUPATI TULUNGAGUNG 

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG

PERT AN GGUNG J AW AB AN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ay at (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan ketentuan 

Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); Q
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); r
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); /j
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323);

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

199);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D),
a
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 

2021 Nomor 1 Seri D);

33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 5 Seri A);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 

5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 2 Seri 

A ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan 

memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Neraca;

f. Laporan Arus Kas;

g. Catatan atas Laporan Keuangan. i
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Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Pasal 2

a. Pendapatan Rp. 3.095.975.320.366,44
b. Belanja Rp. 2.369.544.781.636,47
c. Transfer Rp^ 384.447.586.791,00

Surplus / (defisit) Rp. 341.982.951.938,97
d. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp. 447.279.780.403,41
- Pengeluaran R^_ 7.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 440.279.780.403,41
SILPA Rp. 782.262.732.342,38

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

(lj Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp. 480.716.158.184,44 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.615.259.162.182,00
b. Realisasi Rp. 3.095.975.320.366,44

Selisih lebih Rp. 480.716.158.184,44
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp. (300.046.574.157,53) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.054.038.942.585,00
b Realisasi Rp 2.753.992.368.427,47

Selisih kurang Rp (300.046.574.157,53)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 780.762.732.341,97 dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus/ (defisit) setelah perubahan Rp. (438.779.780.403,00)
b. Realisasi R o _ 341.982.951.938,97

Selisih lebih Rp. 780.762.732.341,97
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

Rp. 0,41 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 447.279.780.403,00
b Realisasi Rp 447.279.780.403,41

Selisih kurang Rp 0,41

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
Rp. (1.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 8.500.000.000,00
b Realisasi Rp 7.000.000.000,00

Selisih kurang Rp (1.500.000.000,00)
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp. 1.500.000.000,41 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 438.779.780.403,00
b Realisasi Rp 440.279.780.403,41

Selisih lebihRp 1.500.000.000,41

<*
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Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per tanggal 31 Desember Tahun 

2021 sebagai berikut:

a. Saldo A n ^ a ran  Lebih Awal Rp. 447.279.780.403,41
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp. (447.279.780.403,411
c. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Rp. 782.202.732.342,38
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. -

e. Saldo Anggaran Lebih M i r Rp. 782.262.732.342,38

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 

c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun

2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 3.092.885.923.675,62
b. Beban Rp. 2.586.714.674.475,46
c. Surplus/ Defisit dari Operasi Rp. 506.171.249.200,16
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional Rp. 4.591.667.189,43
e. Pos Luar Biasa Rp. -
f. Surplus Defisit Laporan Operasional Rp. 510.762.916.389,59

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 huruf d per tanggal 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 3.943.975.958.862,52
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 510.762.916.389,59
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp. 29.822.263.942,14
d. Lain-lain Rp. 0,00
e. Ekuitas Akhir Rp. 4.484.561.139.194,25

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per tanggal 

31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 4.519.315.298.797,94
b. jum lah Kewajiban Rp. 34.754.159.603,69
c. Jumlah ekuitas Rp. 4.484.561.139.194,25

Gr
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Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 

2021 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah Rp. 448.973.947.636,21
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 630.225.416.987,75
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (295.242.465.048,78)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. ■

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. (1.668.032.425,80)
f. Saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah Rp. 782.288.867.149,38

Pasal 9

Catalan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I 

Lampiran LI

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran l A

: Laporan Realisasi Anggaran;

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah 

dan organisasi;

: Ringkasan APBD yang diklasifikasikan 

menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

: Rincian APBD menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, dan jenis pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi belanja menurut 

urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan dan sub

<4-
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kegiatan.

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas

e. Lampiran V : Neraca

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas

g- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 

tidak tertagih;

j- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) 

daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi 

penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah;

m. Lampiran XIII • Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

pengerjaan;

o Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

P* Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

q- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek:

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan-kegiatan yang 

belum diselesaikan sampai akhir tahun 

dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan 

BUMD/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX. 1 Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) 

BUMD/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (Laporan

Laba/Rugi) BUMD/Perusahaan Daerah;

Q-
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Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung 
pada tanggal 7 Juli 2022

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di 
pada tanggal 7 Ju i 
SEKRETARIS DAER

Tulungagung 
2022 

IAH

Drs. SUKAJ1, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2022 Nomor 1 Seri A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 61-2/2022
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Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung 
pada tanggal 7 Juli 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di ulungagung 
pada tanggal 7 «_ ili 2022 
SEKRETARIS D  ̂ :RAH

Drs. SUKAJI, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2022 Nomor 1 Seri A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 61-2/2022
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